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I. UMUM

Bank harus menjaga kepentingan dan kepercayaan masyarakat
mengingat sebagian besar dana yang digunakan Bank untuk menjalankan
kegiatan usahanya berasal dari simpanan masyarakat yang dipercayakan
kepada Bank. Sebagai salah satu kegiatan usaha utama yang dijalankan
oleh Bank, perkreditan atau pembiayaan mengandung risiko yang relatif
tinggi yang dapat merugikan keuangan Bank serta berpengaruh terhadap
kesehatan dan kelangsungan usaha Bank.

Untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi, Bank wajib
menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan atau pembiayaan
yang sehat dalam melaksanakan kegiatan usaha perkreditan atau
pembiayaan sejak dalam proses pemberian Kredit atau Pembiayaan,
pengawasan setelah Kredit atau Pembiayaan diberikan, maupun prosedur
penyelesaian dalam hal terdapat Kredit atau Pembiayaan yang
bermasalah. Termasuk juga di dalamnya penyusunan organisasi dan
manajemen perkreditan atau pembiayaan serta pengelolaan dokumentasi
dan administrasi dalam rangka menjalankan usaha perkreditan atau
pembiayaan Bank.

Untuk itu diperlukan suatu kebijakan perkreditan atau pembiayaan

Bank secara tertulis sebagai acuan standar dalam pelaksanaan pemberian

www.peraturan.go.id



No.6091 -

Kredit atau Pembiayaan Bank sehingga diharapkan dapat membantu
Bank dalam menghadapi berbagai potensi risiko yang ada dan terhindar

dari kerugian yang mungkin dialami.
II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
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